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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di 

dunia dengan memiliki letak yang strategis yaitu posisinya berada di antara dua 

benua yakni Benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudera yaitu 

Samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 7,66 juta 

kilometer persegi dan 5,8 juta kilometer persegi diantaranya adalah laut yang 

berarti 75% wilayah Indonesia berupa laut, potensi ekonomi dimiliki Indonesia 

pada sektor maritim dan kelautan yang diperkirakan dapat menjaddi tumpuan 

pembangunan nasional (https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-

perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia). 

Saat ini Pemerintah memiliki tujuan yaitu menjadikan Indonesia 

menjadi Poros Maritim bagi Dunia yang memiliki tujuan mewujudkan 

Indonesia menjadi negara maritim yang besar, makmur,  dan kuat salah satunya 

dengan pemberdayaan potensi maritim untuk mencapai pemerataan ekonomi 

Indonesia. Salah satu pilar dari poros maritim dunia tersebut ialah 

mengembangkan infrastruktur dan koneksivitas maritim yang optimal melalui 

pembangunan tol laut, pembangunan infrastruktur logistik dan pelabuhan, 

pembangunan industri perkapalan serta industri pariwisata maritim. 

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya untuk dapat 

memanfaatkan potensi maritim yang dimiliki oleh Indonesia. Selain memiliki 
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infrastruktur pelabuhan yang mumpuni, dibutuhkan juga sistem informasi jasa 

pelayanan yang baik, transparan, dan efisien untuk memperlancar kegiatan 

keluar masuk kapal serta barang atau muatan yang diangkut diatas kapal.  

Dengan infrastruktur yang memadai serta sistem pelayanan yang baik yang 

meningkatkan efisiensi kegiatan di pelabuhan akan berpengaruh terhadap 

perekonomian, karena disektor pelabuhan tidak hanya terjadi kegiatan 

perekonomian dalam negeri tetapi juga internasional atau dalam hal ini adalah 

ekspor impor. 

Yang mendasari kegiatan ekspor impor ini adalah karena pada 

hakikatnya manusia merupakan mahluk sosial yang pasti akan membutuhkan 

bantuan dari manusia lain dalam kehidupannya, begitu juga dengan suatu 

negara. Tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan 

negaranya sendiri dan pasti akan membutuhkan negara lain dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut. Indonesia memiliki letak yang begitu strategis pada jalur 

pelayaran dan perdagangan internasional. 

Saat ini di Indonesia untuk menunjang kegiatan ekspor impor 

pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan jasa pelabuhan untuk 

meningkatkan efisiensi kegiatan ekspor impor di Indonesia salah satunya 

dengan menerapkan sistem informasi untuk pelayanan jasa kapal yang keluar 

masuk pelabuhan di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi yang terjadi 

saat ini, sangat dibutuhkan pengembangan sistem informasi yang dapat 

mendukung serta menunjang kegiatan pelayanan jasa kapal di pelabuhan. 
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Pada tahun 2016 pemerintah melalui Kementrian Perhubungan 

menerbitkan layanan internet bernama sistem Inaportnet Sistem dengan tujuan 

memberikan transparansi dalam pelayanan kapal dan barang. Sistem ini mampu 

mengintegrasikan sistem informasi pelabuhan standar dalam melayani kapal 

dan kargo baik pergerakan domestik dan internasional. Sistem ini juga sudah 

diterapkan di seluruh Pelabuhan besar yang ada di Indonesia seperti Pelabuhan 

Tanjung Emas, Makassar, Belawan, Tanjung Priok, Panjang, Pelabuhan Banten 

dan Pelabuhan lainnya di Indonesia. 

Di Pelabuhan Banten atau Pelabuhan PT. Pelindo cabang Banten sistem 

Inaportnet mulai dengan resmi diterapkan yaitu pada tanggal 01 Oktober 2017. 

Layanan ini terhubung dengan berbagai pelayanan yang mendukug operasional 

kapal di Pelabuhan Banten. Sistem Inaportnet ini menggabungkan layanan 

SIMLALA (Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut ) , Sistem Kapal 

Online, Informasi Kepelabuhanan, Aplikasi Dokumen dan Sertifikat Pelaut, 

serta sistem pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP). 

Selain sistem Inaportnet, pemerintah juga meiliki sistem elektronik 

yang mampu mengintegrasikan proses pengurusan dokumen bea dan cukai, 

karantina, dokumen kepelabuhanan serta dokumen lain mengenai ekspor dan 

impor barang yaitu Sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang 

berada dibawah naungan Kementrian Keuangan. Kedua Sistem ini sama-sama 

bertujuan untuk memudahkan pendataan, pengurusan perizinan barang atau 

kapal terutama kapal yang beroperasi internasional atau untuk kegiatan ekspor 

impor. 
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Kemudian pada bulan Juli 2022 Pelabuhan Banten menjadi salah satu 

pelabuuhan dari 14 pelabuhan yang menandatangani pakta integritas bersama 4 

(empat) kementrian yang terlibat dalam proses percepatan SSm (Single 

Submission) Pengangkut, untuk meningkatkan efektifitas pelayanan pelabuhan 

yang diharapkan berdampak pada penurunan biaya logistik serta dapat 

meningkatkan investasi untuk Indonesia. SSm (Single Submission) Pengangkut  

Indonesia National Single Window (INSW) ini mengitegrasiikan dokumen 

perizinan kapal yang berkaitan dengan perizinan dari Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai dibawah naungan, Kementrian Perhubungan melalui Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut, Kementrian Hukum dan HAM melalui Direktorat 

Jenderal Imigrasi serta Kementrian Kesehatan. Kedua sistem tersebut yaitu 

sistem Inaportnet dan Indonesia National Single Window (INSW) digunanakan 

ketika proses clearance dokumen kapal, baik proses clearance in maupun 

clearance out. 

PT. Samudera Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak 

dibidang pelayaran, transportasi, dan logistik yang memiliki kantor pusat di 

Jakarta lebih tepatnya di Gedung Samudera (Samudera Building) Jl. Letjen. S. 

Parman kav. 35 Slipi, Jakarta Barat. Salah satu anak perusahaanya adalah PT. 

Samudera Energi Tangguh, yang memiliki cabang di daerah Merak, Banten 

yaitu PT. Samudera Energi Tangguh Cabang Merak yang bergerak dibidang 

keagenan kapal, bertanggung jawab mengageni kapal milik dari grup 

perusahaan Samudera Indonesia serta kapal milik perusahaan yang menunjuk 

PT. Samudera Energi Tangguh Cabang Merak sebagai agennya. 
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Dalam menjalankan kegiatan pengurusan perizinan dokumen atau 

proses clearance dokumen, PT. Samudera Energi Tangguh Cabang Merak yang 

beroperasi di wilayah KSOP Kelas I Banten tentu saja menggunakan sistem 

yang berlaku di KSOP tersebut. Untuk proses clearance dokumen di KSOP 

Kelas I Banten telah diterapkan sistem SSm (Sistem Submission) Pengangkut 

Indonesia National Single Window (INSW) yang terintegrasi dengan sistem 

Inaportnet dalam kegiatan pengurusan perizinan dan pengurusan dokumen 

kapal. 

Dengan diterapkannya Indonesia National Single Window (INSW) pada 

proses clearance dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas 

I Banten, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang 

penulis tulis dengan judul “Penerapan Indonesia National Single Window 

(INSW) Pada Proses Clearance Dokumen Oleh PT. Samudera Energi 

Tangguh di KSOP Kelas I Banten”. 
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B. Fokus Penelitian 

Bersumber pada uraian yang telah ditampilkan diatas penulis 

memfokuskan penelitian pada faktor permasalahan berikut ini: 

1. Faktor yang mempengaruhi penerapan Indonesia National Single Window 

(INSW) pada proses clearance dokumen oleh PT. Samudera Energi 

Tangguh di KSOP Kelas I Banten. 

2. Pengaruh dari penerapan Indonesia National Single Window (INSW) pada 

proses clearance dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP 

Kelas I Banten. 

3. Upaya yang dilakukan dalam penerapan Indonesia National Single Window 

(INSW) untuk meningkatkan efektifitas proses clearance dokumen oleh PT. 

Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor apa yang mempengaruhi penerapan Indonesia National Single 

Window (INSW) pada proses clearance dokumen oleh PT. Samudera Energi 

Tangguh di KSOP Kelas I Banten? 

2. Bagaimana pengaruh penerapan Indonesia National Single Window (INSW) 

pada proses clearance dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di 

KSOP Kelas I Banten? 
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3. Apa upaya yang dilakukan dalam penerapan Indonesia National Single 

Window (INSW) untuk meningkatkan efektifitas proses clearance dokumen 

oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten? 

D. Tujuan Penelitan 

Dalam uraian latar belakang yang penulis uraikan di atas serta 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan untuk 

melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penerapan Indonesia 

National Single Window (INSW) pada proses clearance dokumen oleh PT. 

Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan Indonesia National Single 

Window (INSW) pada proses clearance dokumen oleh PT. Samudera Energi 

Tangguh di KSOP Kelas I Banten. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penerapan Indonesia 

National Single Window (INSW) untuk meningkatkan efektifitas proses 

clearance dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I 

Banten. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian penulis memiliki harapan skripsi yang 

penulis susun mampu memberikan manfaat baik itu bagi dunia akademik, bagi 

perusahaan, serta bagi masyarakat maupun bagi penulis sendiri. Harapan 
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penulis penyusunan skripsi ini juga mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah sumber pengetahuan dan wawasan baru mengenai 

sistem informasi yang digunakan dalam pengurusan perizinan serta 

dokumen kapal di pelabuhan yang sudah menerapkan sistem inaportnet seta 

Indonesia National Single Window (INSW)  , sumber informasi tambahan 

bagi penelitian serupa di masa yang akan datang, berkontribusi dalam 

bidang pendidikan, serta dapat dijadikan sebagai literatur dalam proses 

pembelajaran dan pengembangan, terlebih ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang kian berkembang, penulis berharap hasil penelitian ini dapat 

membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama 

dibidang pelayaran khususnya bidang teknologi informasi. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan tentang upaya yang dilakukan perusahaan 

dalam meningkatkan efektifitas dalam proses clearance dokumen yang 

menggunakan sistem informasi Indonesia National Single Window (INSW) 

yang sudah terintegrasi dengan sistem Inaportnet bagi masyarakat umum 

khususnya bagi civitas akademika PIP Semarang. Dengan memperoleh 

gambaran tentang proses clearance dokumen yang dilakukan, sebagai 

bahan pertimbangan serta pembelajaran utnuk memaksimalkan upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan efektifitas proses clearance dokumen, 
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memberikan gambaran dan contoh dari proses clearance dokumen kapal 

menggunakan sistem informasi yang ada, dan memberikan contoh 

pengalaman beserta permasalahan yang penulis temukan sehingga pembaca 

dapat mengembangkan pola pikir lebih lanjut untuk meningkatkan wawasan 

dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Juga dapat bermanfaat sebagai 

referensi bagi perusahaan PT. Samudera Energi Tangguh dalam 

melaksankan pekerjaan guna memperlancar kegiatan proses clearance 

dokumen kapal,
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Pengertian Penerapan 

Menurut Putri (2019) penerapan adalah suatu proses, cara atau 

perbuatan sebagai kemampuan meningkatkan bahan-bahan yang dipelajari 

dengan rencana yang telah disusun secara sistematis, contohnya konsep, 

teori dan metode. Adapun menurut Ali (2011:104) penerapan adalah 

mempraktekkan atau memasangkan. 

Bersumber pada beberapa pengertian tersebut penulis 

menyimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan berdasarkan 

suatu teori, metode, atau sistem yang dilakukan oleh individu atau oleh 

suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan yang 

hasilnya dapat memberikan pengaruh atau perubahan dari keadaan 

sebelumnya. Unsur-unsur dari penerapan antara lain ialah meliputi: 

a. Adanya program yang dijalankan. 

b. Adanya kelompok  yang menjadi sasaran dan diharapkan akan 

menerima manfaat dari program tersebut. 

c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses 

penerapan tersebut. 
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2. Pengertian Proses 

Menurut Handayaningrat (2011) dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Ilmu Admisitrasi dan Manajemen, proses adalah serangkaian 

langka sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, 

untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu 

secara konsisten mengharap hasil yang diinginkan dan kegiatan tersebut 

merupakan suatu kegiatan yang direncanakan. Dari penjelasan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa proses adalah suatu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan guna mencapai atau memperoleh suatu tujuan. 

3. Pengertian Clearance 

Menurut Widiyati dan Ridwan, (2014) dalam bukunya Kamus 

Pelayaran dan Kepelabuhanan, Clearance adalah jagaan; izin resmi yang 

dikeluarkan Syahbandar untuk pemberangkatan kapal bila semua ongkos 

telah dibayar dan semua formalitas telah dipenuhi. 

Clearance adalah proses permohonan perizinan kapal yang akan 

masuk atau datang dan keluar atau berangkat di suatu pelabuhan yang 

dilakukan oleh agen setempat yang telah ditunjuk oleh perusahaan atau 

pemilik dari kapal tersebut. Clearance pada saat kedatangan kapal disebut 

Clearance In dan proses Clearance pada saat kapal akan berangkat disebut 

Clearance Out. 

a. Istilah – istilah dalam proses clearance 

Dalam proses clearance in dan clearance out yang dilakukan 

oleh agen pelayaran sering muncul istilah-istilah dari proses clearance 
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tersebut. Berikut istilah-istilah yang sering terdapat dalam proses 

clearance: 

1) PKK : Pemberitahuan Kedatangan Kapal yaitu berupa laporan 

rencana kedatangan kapal yang disampaikan oleh perusahaan 

pelayaran kepada penyelenggara Pelabuhan. 

2) PMKU : Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha 

3) PBM : Perusahaan Bongkar Muat 

4) AP : Agen Pelayaran/Perusahaan Pelayaran  

5) SPM : Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan merupakan 

dokumen berupa surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar 

sebagai bukti bahwa persyararat kelaiklautan dan kewajiban kapal 

lainnya untuk memasuki pelabuhan secara teknis administratif 

sudah terpenuhi. 

6) PPKB : Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang adalah permintaan 

pengajuan pelayanan jasa di suatu pelabuhan beserta jenis dan 

jumlah barang yang akan di bongkar atau muat oleh agen pelayaran 

yang diterbitkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP). 

7) RPK-RO : Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi 

merupakan suau dokumen yang berisi data lokasi tambat kapal serta 

bongkar muat barang atas usul dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP) 

kepada penyelenggara pelabuhan untuk memperoleh penetapan. 

8) RKBM: Rencana Kegiatan Bongkar Muat merupakan suatu laporan 

yang disampaikan oleh perusahaan bongkar muat kepada pihak 
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penyelenggara pelabuhan yang menyelenggarakan kegiatan bongkar 

muat. 

9) SPK : Surat Perintah Kerja adalah dokumen yang berisi perintah 

untuk malakukan pelayanan kapal yang dikeluarkan oleh Badan 

Usaha Pelabuhan (BUP) didalamnya meliputi kegiatan pandu dan 

tunda serta tambat kapal. 

10) PPK : Penetapan Penyandaran Kapal merupakan suatu dokumen 

yang berisi lokasi kapal kapal dan lokasi  bongkar muat barang yang 

ditetap kan oleh Syahbandar. 

11) LKK : LKK atau Laporan Keberangkatan Kapal adalah suatu 

laporan yang disampaikan oleh agen atau perusahaan pelayaran 

berisi rencana keberangkatan kapal kepada pihak penyelenggara 

pelabuhan. 

12) SPOG : Surat Persetujuan Olah Gerak adalah surat persetujuan yang 

diterbitkan oleh Syahbandar menyatakan bahwa kapal secara teknis 

administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan 

keamanan pelayanan untuk melakukan pergerakan di pelabuhan. 

13) LK3 / LKKK : Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal 

adalah laporan dari agen atau perusahaan pelayaran kepada 

penyelenggara pelabuhan tentang realisasi kegiatan kapal yang 

berisikan tanggal kapal tiba dan tanggal kapal berangkat, pelabuhan 

asal dan tujuan, serta data jenis dan jumlah muatan kapal yang 

dimuat atau bongkar. 
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14) SPB : Surat Persetujuan Berlayar (Clearance Out/Port Clearance) 

adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah 

dilakukannya clearance out dokumen yang menyatakan bahwa 

kapal secara teknis administratif telah memenuhi syarat kelaiklautan 

kapal dan telah memenuhi kewajiban lainnya untuk berlayar 

meninggalkan pelabuhan. 

15) JPT : Jasa Pengurusan Transportasi adalah jenis usaha yang 

ditujukan sebagai yang mewakili kepentingan pemilik barang untuk 

mengurus semua kegiatan yang berkaitan dengan terlaksananya 

pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, 

udara serta perkeretaapian. Freight forwarding juga bertanggung 

jawab untuk mengurus mode transportasi yang digunakan untuk 

pengiriman barang dari pengirim sampai ke penerima. 

16) Warta Kapal : Laporan secara elektronik melalui laman Inaportnet 

atau INSW (Indonesia  National Single Window) yang disampaikan 

oleh perusahaan angkutan laut, penyelenggara angkutan laut, 

ataupun agen kepada penyelenggara pelabuhan dan Syahbandar 

mengenai kondisi umum kapal dan muatannya sebelum kapal 

memasuki pelabuhan (PKK dan SPM) dan/atau sebelum kapal 

meninggalkan pelabuhan (LKK, LK3 dan SPB). 

17) SI : Shipping Instruction adalah dokumen yang berisi perintah atau 

instruksi pengiriman atau pengapalan yang diterbitkan oleh 

eksportir atau pengirim barang kepada perusahaan pengangkutan 
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yang berisi tentang jenis muatan, jumlah muatan serta penanganan 

muatan. 

18) LoA (Letter of Appointment) : Adalah surat penunjukan pengurusan 

kegiatan atau surat penunjukan keagenan dari perusahaan angkutan 

laut kepada perusahaan keagenan untuk mengurusi kegiatan kapal 

yang akan sandar atau berlabuh di suatu pelabuhan. 

b. Instansi dan Pihak yang terkait dalam proses clearance 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan yang tercantum dalam PM 

No 51 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit 

penyelenggaraan peraturan mengenai kegiatan clearance seorang agen 

akan berhadapan dengan beberapa instansi atau pihak, antara lain: 

1) Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 

KSOP merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah 

naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian 

Perhubungan yang memiliki tugas mengawasi dan menegakkan 

hukum pada bidang keamanan keselamatan keamanan pelayaran, 

melakukan koordinasi mengenai kegiatan pemerintahan yang ada di 

pelabuhan serta mengatur, mengendalikan, juga mengawasi 

kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara 

komersial. 

2) Pelabuhan Indonesia (PELINDO), merupakan suatu badan usaha 

yang dimiliki negara yang bergerak mengelola dan mengembangkan 

pelabuhan berada dibawah pengawasan Menteri Perhubungan. 
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3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan Intansi pemerintah 

dibawah Kementrian Keuangan yang bertugas melayani dan 

mengawasi urusan kepabeanan dan cukai di dalam kegiatan ekspor 

impor barang. 

4) Direktorat Jenderal Imigrasi, merupakan Instansi pemrintah 

dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas 

mengawasi keluar masuknya crew kapal baik itu crew asing yang 

masuk ke dalam negeri serta crew Indonesia yang akan berangkat ke 

luar negeri atau datang dari luar negeri. 

5) Karantina Pelabuhan/ Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP),  

merupakan Instansi pemerintah dibawah kementrian Kesehatan 

yang bertugas untuk memastikan kapal dan penumpang atau crew 

kapal yang datang ke suatu pelabuhan bebas atau terhindar dari suatu 

penyakit atau wabah. Karantina Pelabuhan juga bertanggung jawab 

untuk menerbitkan sertifikat kesehatan. 

6) Shipper, merupakan pihak pengirim atau pihak yang memiliki 

muatan atau barang yang diangkut di atas kapal yang kemudian akan 

dilakukan kegiatan bongkar atau muat di pelabuhan. 

7) Consignee, adalah pihak penerima muatan yang sudah dimuat atau 

dibongkar sesuai dengan yang tertulis pada B/L (Bill of Lading). 

8) Owner/Principal, adalah pemilih dari kapal yang digunakan untuk 

kegiatan pengiriman barang. 
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9) Perusahaan Bongkar Muat (PBM), merupakan badan usaha yang 

dipilih untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang atau 

muatan yang diangkut. 

10) Surveyor, yaitu pihak ketiga, yang ditunjuk oleh shipper atau 

consignee yang memiliki tugas memantau kegiatan bongkar muat 

berlangsung untuk memastikan jumlah muatan serta kegiatan 

bongkar muat tersebut. 

c. Clearance In 

Clearance In kapal merupakan proses permohonan perizinan 

kedatangan kapal yang dilakukan oleh agen yang ditunjuk perusahaan 

di suatu pelabuhan tempat kapal akan melakukan kegiatan baik itu 

kegiatan muat atau kegiatan bongkar. Agen harus memberitahukan 

kedatangan kapal ke instansi terkait meliputi Syahbandar, Kantor 

Kesehatan Pelabuhan, serta Kantor Imigrasi dan Kantor Bea dan Cukai 

apabila kapal berasal dan/atau akan berangkat ke luar negeri dengan 

mengirimkan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) selambat-

lambatnya 1x24 jam sebelum kapal tiba. 

Agen akan menerima surat penunjukan pengurusan kapal atau 

Letter of Appointment dari kantor pusat untuk mengurusi kegiatan kapal 

yang akan datang ke pelabuhan wilayah agen. Kemudian agen 

melakukan pengajuan PPKB (Permiintaan Pelayanan Kapal dan 

Barang) atau PKKA (Pemberitahuan Keagaenan Kapal Asing) untuk 

kapal yang berbendera bukan bendera Indonesia. Karena telah 
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diberlakukannya sistem Inaportnet dan kini diberlakukan juga sistem 

INSW (Indonesia National Single Window), permohonan pelayanan 

dilakukan dengan cara mengajukan permohonan melalui laman 

Inaportnet serta laman INSW (Indonesia National Single Window) bagi 

kapal yang datang dari luar negeri. Setelah agen mengisi warta kapal 

dengan lengkap kemudian warta dikirimkan dalam bentuk PKK ke 

penyelenggara pelanuhan dan ke syahbandar berbentuk SPM (Surat 

Persetujuan Kapal Masuk).  

Setelah PKK dan SPM disetujui kemudian PKK yang sudah di 

verifikasi oleh penyelenggara pelabuhan, BUP (Badan Usaha 

Pelabuhan) mengirimkan data RPK-RO ke Penyelenggaran Pelabuhan. 

Data yang masuk ke penyelenggara pelabuhan dalam bentuk berupa 

layanan PPK untuk  proses penyadaran kapal. Kemudian BUP 

menerbitkan SPK Pandu apabila PPK telah ditetapkan oleh 

Penyelenggara Pelabuhan (Syahbandar) dan SPOG dapat diterbitkan 

saat SPK Pandu telah diterbitkan paling lambat 1 jam setekahnya.  

Setelah SPK Pandu sudah diterbitkan, agen dapat berkoordinasi 

dengan pihak kepanduan untuk proses pemanduan penyandaran kapal.  

Setelah menentukan waktu pemanduan serta waktu tambat, agen 

berkoordinasi dengan karantina terkait kedatangan kapal untuk proses 

pemeriksaan kapal agar dapat diterbitkan PHQC (Port Health 

Quarantine Clearance). Dalam proses pemeriksaan karantina, agen 

harus melampirkan crew list atau data kru kapal. Untuk keperluan 
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Clearance In, agen menyiapkan dokumen yang diperuntukan untuk 

arsip bagi agen pelayaran, PT Pelindo, serta arsip Administrator 

Pelabuhan (Adpel) dan Lala (Lalu Lintas Laut). Berikut adalah 

dokumen yang diperlukan untuk arsip saat clearance in: 

1) RPT (Rencana Pola Trayek) merupakan dokumen berupa surat 

persetujuan penempatan kapal berbendera Indonesia yang 

melayani trayek tetap dan teratur (liner), dalam rangka menunjang 

angkutan laut dalam negeri.. 

2) Surat penunjukan keagenan / LOA (Letter of Appointment). 

3) Ship particular. 

4) Surat Ukur. 

5) Surat Laut. 

6) SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari pelabuhan asal. 

7) Daftar Kru Kapal / Crew List. 

8) SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak) 

9) LKK (Laporan Kedatangan Kapal). 

Setelah persyaratan clearance in selesai diperiksa maka agen 

sudah dapat mengirimkan informasi kepada nahkoda kapal untuk 

bersiap melakukan pergerakan ke dermaga. Agen harus segera 

mengambil dokumen kapal setelah kapal tiba untuk di memorandum 

diserahkan ke Syahbandar dan melakukan proses clearance in.  

Untuk kapal yang datang dari luar negeri, pengisian warta 

kedatangan dilakukan di laman INSW (Indonesia National Single 
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Window) yang sistemnya sudah terintegrasi dengan sistem Inaportnet. 

Jadi agen hanya perlu satu kali meng-input data di INSW (Indonesia 

National Single Window)  kemudian data warta kedatangan kapal 

tersebut akan muncul di laman Inaportnet. Data yang diisikan di laman 

INSW (Indonesia National Single Window) juga akan sampai ke sistem 

milik instansi terkait lainnya yang sistemnya telah terintegrasi dengan 

laman tersebut. 

d. Clearance Out 

Clearance Out kapal merupakan proses permohonan perizinan 

keberangkatan kapal yang dilakukan oleh agen yang ditunjuk 

perusahaan di pelabuhan kapal melakukan kegiatan bongkat atau muat. 

Agen melakukan permohonan perizinan keberangkatan kapal saat kapal 

sudah selesai melakukan kegiatan yang kemudian akan berangkat ke 

pelabuhan tujuan selanjutnya.  

Permohonan keberangkatan kapal diajukan paling lama 4 

(empat) jam sebelum kapal keluar. Saat proses clearance out agen wajib 

melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan seperti: Data 

Manifes Muatan Kapal, Dokumen Kapal, Data Awak Kapal, Buku 

Kesehatan Kapal, serta Pandu Keluar. Setelah selesai melakukan 

clearance out, Syahbandar akan menerbitkan port clearance atau surat 

persetujuan berlayar (SPB). Menurut (Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 82 Tahun 2014), Surat Persetujuan Berlayar adalah 

dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal 
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yang akan berlayar sebagai syarat kapal yang hendak berlayar. Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB) atau port clearance ini berlaku selama 1x24 

jam setelah diterbitkan dan hanya untuk sekali pelayaran. 

Dengan telah diberlakukannya sistem Inaportnet, permohonan 

proses clearance out diajukan melalui sistem Inaportnet. Agen 

mengajukan layanan kapal keluar yang kemudian data nya akan masuk 

ke Penyelenggara Pelabuhan berupa LKK dan LK3 (Laporan Kegiatan 

Keberangkatan Kapal). Agen membuat warta keberangkatan kapal yang 

berisi data sebagai berikut: 

1) Data Manifes muat 

2) Dokumen Kapal 

3) Crew List 

4) Pandu Keluar 

Saat mengisi warta keberangkatan kapal didalamnya terdapat 

order pandu keluar untuk melakukan pemanduan saat kapal keluar. 

Setelah warta kapal sudah diisi dengan lengkap dan benar, kemudian 

warta kapal dikirimkan ke SIMLALA untuk dilakukan verifikasi. LKK 

yang sudah di verifikasi oleh penyelenggara pelabuhan akan secara 

otomatis direspon oleh SIMPONI kemudian akan terbit kode Billing 

yang selanjutnya agen harus membayar administrasi melalui pilihan 

transaksi pembayaran yang tersedia sesuai dengan jumlah yang tertera 

dalam Billing tersebut. Setelah administrasi pembayaran sudah dilunasi 

dan agen sudah melampirkan bukti pembayaran, maka LK3 sudah bisa 
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dilakukan verifikasi dan data bisa masuk ke Syahbandar dan selanjutnya 

dapat dilakukan verifikasi data untuk penerbitan SPB. Sebelum 

diterbitkan SPB, lebih dahulu dilakukan penerbitan SPK Pandu serta 

SPOG  untuk kapal keluar. 

4. Pengertian Dokumen 

Menurut Sukrisno (2019), Dokumen Kapal (Ship’s documents) 

adalah dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh kapal dan harus berada 

di atas kapal. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumen adalah 

surat tertulis atau diketik yang dapat dipakai sebagai bukti. Seperti akta 

kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian. Arti lain dalam KBBI, dokumen 

adalah karya tulis atau karangan yang dikirim melalui pos. 

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan dokumen 

kapal adalah surat atau barang yang berfungsi sebagai bukti atau alat 

keterangan yang wajib dimiliki oleh kapal atau perusahaan pelayaran dan 

surat atau barang tersebut harus berada diatas kapal. 

D.a Lasse pada 2016 menyebutkan dalam rangka memenuhi 

prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun 

konvensi internasional, nahkoda kapal wajib menyimpan dokumen-

dokumen berikut diatas kapalnya: 
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1) Surat Tanda Kebangsaan (Certificate of Registry) : Yaitu sertifikat 

yang menyatakan kebangsaan dari suatu kapal, diberi oleh pemerintah 

negara dimana kapal itu didaftarkan. 

2) Surat Ukur : Yaitu sertifikat atau surat keterangan yang berisi ukuran-

ukuran terpenting dari kapal seperti ukuran panjang (length overall, 

length between perpendiculars), ukuran lebar, dalam sarat kapal 

(draught, draft), ukuran dari setiap palka kapal, dan bagian lainnya. 

3) Sertifikat Layak Laut : Sertifikat yang menyatakan kelayakan kapal 

dalam berbagai fungsi kapal, alat-alat perlengkapan berlayar, dan lain-

lain. 

4) Loadline Certificate (Sertifikat Garis Muat) : Sertifikat yang 

menyatakan lambung kapal yang boleh timbul diatas permukaan air 

laut minimum dan maksimum. 

5) Crew List (Daftar Kru Kapal) : Daftar yang menerangkat data seluruh 

kru kapal lengkap  dengan nama, jabatan, serta data masing-masing 

kru. 

6) Radio Safety Certificate (Sertifikat Keamanan Radio) : Sertifikat yang 

menetapkan bahwa kapal dilengkapi dengan pesawat penerima dan 

pemancar radio yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan kelas 

kapal yang bersangkutan. 

7) Safety Certificate (Sertifikat Keamanan) : Sertifikat yang 

menerangkan keamanan penumpang yang ada diatas kapal. 
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8) Bill of Health (Sertifikat Kesehatan) : Yaitu surat keterangan yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan kapal 

terbebas dari suatu wabah atau penyakit serta menyatakan bahwa 

orang-orang yang ada diatas kapal dalam keadaan sehat. 

9) Cargo Ship Safety Construction Certificate (Sertifikat Keselamatan 

Konstruksi Kapal) : Sertifikat yang dikeluarkan setelah diadakan 

survei, di Indonesia dilakukan oleh BKI (Badan Klasifikasi Indonesia) 

bagi kapal yang berukuran lebih dari 500 GT yang telah memenuhi 

persyaratan sesuai dengan peraturan SOLAS regulation 1/10. Serta 

persyaratan chapter II-1 dan II-2, yang lain dari berhubungan dengan 

rencana pemadaman kebakaran dan sijil kebakaran. Sertifikat ini 

dikeluarkan oleh negara kapal itu didaftarkan (flag state) dan berlaku 

untuk masa waktu 5 (lima) tahun (SOLAS Protocol 1998, regl1/2). 

10) Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Sertifikat Keselamatan 

Perlengkapan Barang)  

11) Cargo Ship Safety Radio Certficate (Sertifikat Keselamatan Radio 

Kapal). 

5. Pengertian Inaportnet 

Inaportnet adalah suatu alat (tools) atau sistem pengoperasian 

kegiatan pelayanan dan perizinan (clearance) yang terintegrasi dengan 

instansi terkait yang melaksanakan kegiatan di Pelabuhan seperti 

Syahbandar, Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen 

Imigrasi, Karantina, serta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang mampu 
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meningkatkan kinerja kegiatan lalu lintas barang dan perdagangan, 

mempercepat proses port clearance, dimana pengguna jasa dapat 

memasukan data untuk di proses dari mana saja melalui perangkat 

elektronik baik melalui gawai atau perangkat lain seperti laptop dan 

komputer. 

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 

8 Tahun 2022 tentang cara pelayanan kapal melalui Inaportnet disebutkan 

yang dimaksud dengan Indonesia Portnet (Inaportnet) adalah sistem 

layanan tunggal untuk kapal dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kapal 

yang diterapkan secara elektronik dan terstandar. 

Sistem Inaportnet adalah sistem informasi layanan elektronik 

berbasis internet yang memusatkan dan menggabungkan standar layanan 

operasi pelabuhan untuk memberikan layanan kepada kapal dan kegiatan 

kargo di pelabuhan. Sistem dibuat agar pengguna jasa pada saat melakukan 

permohonan atau clearance dokumen untuk melakukan kegiatan 

kedatangan dan keberangkatan kapal serta rencana kegiatan bongkar dan 

muat tidak lagi harus datang ke instansi terkait untuk melakukan clearance 

dokumen, dengan tujuan meminimalisir pengguna jasa berhadapan 

langsung dengan petugas pemerintah pada instansi terkait guna 

memberantas adanya pungutan liar di lingkungan Kementrian Perhubungan 

demi terciptanya pelayanan yang bersih serta transparan. 

Penerapan Inaportnet mulai diberlakukan pada 13 Januari 2016 atau 

tiga bulan setelah diundangkan yaitu pada 13 Oktober 2015 dalam Peraturan 



26 
 

 
 

Menteri Perhubungan Republlik Indonesia No PM 157 Tahun 2015 Tentang 

Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang. Pada tahap awal 

penerapannya , Inaportnet hanya diterapkan pada enam Pelabuhan, yaitu 

Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, 

Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Tanjung Emas. 

Hingga April 2022, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut, Capt. Mugen Sartoto menyebutkan bahwa Inaportnet telah diterapkan 

di 77 pelabuhan yang ada di Indonesia. 

Pengguna dari layanan sistem Inaportnet ialah instansi pemerintah 

dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) serta pelaku industri logistik yang 

menggunakan jasa kepelabuhanan seperti : Perusahaan Pelayaran/ Jasa 

Keagenan Kapal, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan 

Perusahaan Bongkar Muat (PBM). 

Tujuan utama dibangunnya sistem Inaportnet ialah untuk 

memfasilitasi proses, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan kinerja 

dalam penanganan dan pergerakan produk, serta mempercepat prosedur 

kepabeanan terutama mendorong perceppatan proses port clearance. Yang 

kedua adalah bertujuan untuk meminimalisir waktu dan biaya yang 

dibutuhkan untuk semua kegiatan Port clearance, terutama mengenai 

proses pelayanan kapal di Pelabuhan (Supardi,2016). 

Adapun pihak-pihak terkait yang memiliki tugas, fungsi, 

kewenangan serta tanggung jawab terkait penerapan Inaportnet terdiri dari 

instansi pemerintah serta pemangku kepentingan terkait di Pelabuhan 
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meliputi; Kantor Otoritas dan Kesyahbandaran Utama, Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan/ Kantor Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor 

Pabean, Kantor Imigrasi, Balai Karantina Pertanian, Kantor Karantina Ikan 

dan Pengawasan Mutu Ikan, Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Perusahaan 

Angkutan Laut Nasional dan Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan. 

Peraturan Perundang-udangan yang menjadi landasan hukum terkait 

penerapan Inaportnet adalah sebagai berikut: 

a. PM No. 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui 

Inaportnet. 

b. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. 

c. PP No. 22 Tahun 2011 Tentang Angkutan di Perairan. 

d. PM No. 52 Tahun 2021 Tentang Terminal Khusus dan TUKS. 

e. PM No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis, dan Tarif atau Jenis PNBP yang 

berlaku pada Kemenhub. 

f. INPRES No. 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Ekosistem Logistik. 

Dengan diterapkannya sistem Inaportnet tentunya memiliki 

manfaat. Manfaat dari diterapkannya sistem Inaportnet adalah sebagai 

berikut: 

a. Memangkas waktu pelayanan karena pengguna jasa dapat mengisi serta 

mengunggah data permohonan pelayanan kapal tanpa harus datang ke 

Kantor Pelayanan tetapi cukup melalui komputer atau perangkat 

elektronik lain milik pengguna jasa. 
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b. Menekan biaya pengurusan yang dikeluarkan seperti biaya operasional 

kendaraan yang digunakan untuk menuju ke Kantor Pelayanan, 

c. Meningkatkan transparansi kegiatan pelayanan untuk menghilangkan 

budaya buruk yang selama ini terjadi dalam kegiatan pelayanan publik. 

d. Informasi dari kegiatan kapal seperti pergerakan kapal dan proses 

pengurusan dokumen dapat lebih mudah didapat karena pengguna jasa 

hanya tinggal melihat dari aplikasi monitoring Inaportnet. 

Dalam pelaksanaan penggunaan sistem Inaportnet yang harus 

dimiliki setiap pengguna jasa adalah user, password dan code pada saat 

login yang dilakukan menggunakan browser ke aplikasi Front End 

Inaportnet dengan alamat https://Inaportnet.dephub.go.id kemudian muncul 

halaman login dan pengguna jasa dapat mengisi user serta password untuk 

dapat mengakses aplikasi tersebut. Setelah berhasil login, user masuk di 

halaman dashboard dan dapat memilih layanan yang tersedia di aplikasi 

sistem Inaportnet sesuai kegiatan yang akan pengguna jasa lakukan. 

https://inaportnet.dephub.go.id/
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Gambar 2.1 Halaman Login Inaportnet (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 2.2 Halaman Front End Inaportnet (Sumber: Dokumentasi 

Pribadi) 
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6. Pengertian INSW (Indonesia National Single Window) 

Portal INSW (Indonesia National Single Window) merupakan 

sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional, dapat diakses melalui 

jaringan internet (public-network), yang dapat melakukan integrasi 

informasi berkaitan dengan penanganan dokumen kepabeanan serta 

dokumen lain yang berkaitan dengan ekspor-impor. INSW telah diterapkan 

di 21 pelabuhan dan bandara yang terbuka untuk kegiatan ekspor dan impor 

dan INSW juga telah terintegrasi dengan 15 kementrian atau Lembaga yang 

menerbitkan perizinan mengenai ekspor dan impor. 

INSW (Indonesia National Single Window) merupakan sistem 

layanan yang berbasis internet yang dikelola serta diawasi oleh Lembaga 

National Single Window (LNSW) Kementrian Keuangan Republik 

Indonesia yang mulanya bertujuan untuk mempermudah penanganan 

dokumen serta perizinan terkait ekspor-impor. Setelah diadakan 

pengembangan, kini portal INSW juga dapat diakses untuk melakukan 

proses clearance dokumen kapal karena sistem INSW sudah terintegrasi 

dengan sistem yang digunakan untuk melakukan proses clearance yaitu 

sistem Inaportnet. Untuk proses clearance dokumen kapal yang 

diperuntukan untuk proses kedatangan atau clearance in kapal asing, agen 

mengakses melalui laman SSm (Single Submission) Pengangkut di Portal 

INSW. Portal tersebut dapat diakses dengan masuk melalui 

http://account.insw.go.id  kemudian muncul halaman login yang harus 

memasukan user serta password milik pengguna. 

http://account.insw.go.id/
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Agen sebagai pengguna layanan sistem SSm Pengangkut INSW 

diharuskan melakukan pendaftaran sebelumnya dengan melengkapi data 

seperti username, password, serta nomor NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak) milik perusahaan yang sebelumnya telah terdaftar di akun Inaportnet 

untuk menghubungkan data akun di sistem SSm Pengangkut INSW dengan 

akun Inaportnet. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi data data lain 

dengan data yang terdaftar di akun Inaportnet. Setelah selesai mengisi data 

dengan benar, agen sudah dapat login dengan menggunakan user serta 

password yang sudah didaftarkan saat proses registrasi. 

Setelah memiliki akun dan sudah berhasil login, agen dapat 

melakukan pengajuan pelayanan proses clearance in di laman Layanan SSm 

Pengangkut INSW dengan mengisi dataset kedatangan. Dalam dataset 

keberangkatan agen harus melengkapi data yang terdapat di beberapa 

halaman  yaitu Superset Agen, Superset Kapal, Superset Barang, Superset 

Orang, Permohonan Imigrasi, Permohonan Layanan KKP (Kantor 

Kesehatan Pelabuhan), Permohonan RKSP dan Inward Manifest, dan 

Permohonan Warta. 
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Gambar 2.3 Halaman Dashboard SSm Pengangkut INSW (Sumber: Dokumentasi 

Pribadi) 
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Gambar 2.4 Halaman Dataset Kedatangan (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 2.5 Halaman Superset Dataset Kedatangan (Sumber: Dokumentasi 

Pribadi) 
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a. Superset Agen, dalam halaman Superset Agen, agen harus melengkapi 

data data seperti memilih jenis trayek, kemudian mengisi nomor trayek 

kapal, memastikan data operator dan data perusahaan agen sudah benar, 

mengunggah dokumen keagenan berupa surat perintah penunjukan 

keagenan/ LoA (Letter Of Appointment), dan mengisi data perusahaan 

bongkar muat/jasa perusahaan transportasi yang terkait dalam kegiatan 

kapal. Setelah semua data telah diisi data tersebut diperiksa dan 

dipastikan kembali agar tidak ada data yang keliru. 

b. Superset Kapal, didalamnya berisi data kapal yang harus agen lengkapi 

seperti data spesifikasi kapal, data operasional kapal, serta mengunggah 

dokumen kapal dan memasukan data dokumen kapal tersebut. 

c. Superset Barang, dalam halaman Superset Barang agen harus 

melengkapi data yang berisi data jenis kegiatan kapal, muatan kapal 

yang akan dimuat/dibongkar, jumlah serta jenis kemasan muatan, 

NPWP dari consignee atau pemilik barang. Kemudian agen juga 

mengisi data Manifes Bongkar Muat Barang Berbahaya (BMBB). 

d. Superset Orang, merupakan halaman yang didalamnya berisi data dari 

orang yang ada di atas kapal baik itu kru kapal maupun penumpang. 

Untuk kru kapal agen harus mengisi dengan lengkap data tersebut yang 

terdiri dari nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kebangsaan, Nomor buku 

pelaut, tanggal berakhir buku pelaut, jabatan di atas kapal, kode pelaut, 

hingga nomor PKL (Perjanjian Kerja Laut) kru kapal, data paspor, 

pelabuhan sign on, serta keterangan vaksin kru kapal. 
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e. Permohonan Imigrasi, halaman ini berisi permohonan pengajuan 

kedatangan kru kapal atau penumpang ke kantor imigrasi yang dituju.  

f. Permohonan KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), halaman ini berisi 

permohonan pengajuan layanan yang ditujukan ke Kantor Kesehatan 

Pelabuhan (KKP) untuk dilakukan pelayanan seperti pemeriksaan kapal 

dan penerbitan COP (Certificate Of Pratique) serta pelayanan lain 

antara lain Buku Kesehatan Kapal (Health Book) dan penerbitan 

sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 

seperti SSCEC (Ship Sanitation Control Exemption Certificate)/SSCC 

(Ship Sanitation Control Certificate) dan P3K Kapal. 

g. Permohonan RKSP dan Inward Manifest, pada halam ini agen 

melakukan permohonan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana 

Pengangkut) dan Inward Manifest dengan acuan data operasional kapal 

dan data bongkar muat barang kapal yang sebelumnya sudah diisi. 

Setelah permohonan dibuat dan dilakukan verifikasi, barulah akan 

muncul manifest inward dari kegiatan kedatangan kapal. 

h. Pernohonan Warta, dalam halaman ini agen memastiikan kembali data 

data yang sudah diisi pada halaman halaman sebelumnya. Kemudian 

agen mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai data 

kewajiban contohnya dokumen manifes penumpang, dokumen manifes 

muatan, dan dokumen manifes barang berbahaya.  
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B.  Kerangka Pikir 

Penulis memaparkan kerangka pikir dalam bentuk bagan sederhana 

yang dilengkapi dengan penjelasan singkat seperti bagan berikut: 

 

Kondisi Aktual 

Penerapan Indonesia National Single 

Window (INSW) Pada Proses Clearance 

Dokumen oleh PT. Samudera Energi 

Tangguh di KSOP Kelas I Banten 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi yang terintegrasi. 

FAKTOR 

1. Pemahaman 

terhadap 

pengoperasian 

sistem. 

2. Jaringan 

Internet 

3. Sarana dan 

Prasarana 

1. Menggunakan 

beberapa sistem 

aplikasi saat 

penginputan data. 

2. Melakukan 

permohonan manual 

ke masing-masing 

instansi atau 

Lembaga. 

Upaya yang 

dilakukan untuk 

meningkatkan 

efektifitas proses 

clearance. 

Proses clearance dokumen dengan 

menggunakan Indonesia National 

Single Window (INSW) yang efektif 

UMPAN 

  : Langkah / Tahapan 

  : Feedback 

  : Ricek 

Gambar 2.6 Kerangka Pikir Penelitian 



 

100 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan selama 

melaksanakan penelitian di PT. Samudera Energi Tangguh Cabang Merak, 

maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut: 

1. Faktor yang mempengaruhi penerapan Indonesia National Single Window 

(INSW) pada proses clearance dokumen oleh PT. Samudera Energi 

Tangguh di KSOP Kelas I Banten. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Indonesia National Single 

Window (INSW) pada proses clearance dokumen adalah: 

a. Pemahaman karyawan terhadap pengoperasian sistem INSW, karena 

sistem ini tergolong baru sehingga harus sering dilaksanakan sosialisai, 

pelatihan, dan familiarisasi terhadap pengoperasian layanan sistem 

INSW. 

b. Jaringan internet yang merupakan salahsatu faktor penting juga dapat 

mempengaruhi jalannya penerapan Indonesia National Single Window 

pada proses clearance. Dengan tersedianya jaringan internet yang baik, 

proses clearance dokumen dapat berjalan dengan lancar. Namun 

sebaliknya, apabila jaringan internet yang tersedia kurang baik, proses 

clearance akan terganggu karena pada prosesnya memerlukan jaringan 

internet untuk mengisi data dan mengunggah dokumen lampiran yang 

diperlukan dalam proses clearance. 
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c. Sarana dan prasarana atau fasilitias yang menunjang jalannya proses 

clearance dokumen yang dilakukan oleh PT. Samudera Energi Tangguh 

seperti perangkat laptop atau computer, mesin printer dan fotocopy, 

jaringan internet, serta kendaraan operasional yang digunakan selama 

proses clearance dokumen berlangsung. 

2. Pengaruh penerapan Indonesia National Single Window (INSW) pada 

proses clearance dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP 

Kelas I Banten. 

Dengan diterapkkannya Indonesia National Single Window (INSW) 

pada proses clearance dokumen oleh PT. Samudera Energi Tangguh di 

KSOP Kelas I Banten cukup memangkas waktu pengerjaan proses 

clearance karena agen cukup sekali saja menginput data yaitu melalui 

sistem layanan INSW dan data tersebut sudah dapat terintegrasi ke instansi-

instansi terkait pada proses clearance in dokumen. Dengan sistem INSW 

agen juga sudah tiidak perlu melakaukan permohonan kedatangan kapal 

secara manual karena permohonannya sudah dilakukan secara online 

melalui sistem layanan INSW. Namun penerapan INSW ini baru hanya 

dapat digunakan saat melakukan proses clearance in dan belum dapat 

dilakukan pada proses clearance out. 

3. Upaya yang dilakukan dalam penerapan Indonesia National Single Window 

(INSW) untuk meningkatkan efektifitas proses clearance dokumen oleh PT. 

Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten. 
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Karena penerapan INSW ini terbilang baru, untuk meningkatkan 

efektifitas pada proses clearance perusahaan perlu mengadakan pelatihan, 

sosisalisasi dan familiarisasi terhadap pengoperasian layanan sistem INSW 

agar pada proses pengerjaan clearance pegawai tidak menemukan kesulitan 

yang berarti yang dapat menghambat jalannya proses clearance. Ketika 

pegawai sudah cukup paham dan cakap mengoperasikan sistem layanan 

INSW, proses clearance akan berjalan dengan efektif dan kegiatan 

keagenan kapal akan berjalan dengan lancar. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penulis menemukan beberapa keterbatasan yang penelitian ini miliki 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penulis agar kedepannya 

dapat mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dari sebelumnya. 

Keterbatasan ini meliputi antara lain: 

1. Ruang lingkup penelitian yang digunakan cukup tidak terlalu besar dan luas 

karena hanya mencakup satu perusahaan, sehingga hasil penelitian tidak 

dapat digeneralisasikan lebih luas. 

2. Dalam penelitian data yang ada bersifat deskriptif, data penelitian berupa 

naratif, penuturan informan, dokumen perusahaan dan pribadi seperti foto 

dan catatan, serta beberapa jurnal. 

3. Keterbatasan waktu dari narasumber saat proses wawancara karena kegiatan 

pekerjaan yang padat. 
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C. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, saran yang penulis 

dapat sampaikan agar dapat  menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah: 

1. Perusahaan dapat memenuhi serta menyediakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi penerapan Indonesia National Single Window (INSW) pada 

proses clearance dokumen agar proses clearance dokumen dapat berjalan 

dengan lancar dan tanpa suatu hambatan apapun. 

2. Pihak perusahaan dapat secara rutin melakukan training serta pelatihan 

kepada pegawainya tentang pengoperasian sistem layanan INSW agar 

pegawai paham dan cakap dalam mengoperasikan sistem INSW. Kemudian 

melakukan evaluasi secara berkala dalam periode tertentu mengenai proses 

clearance setelah diterapkannya sistem INSW. 

3. Pihak perusahaan dapat melakukan maintenance atau perawatan terhadap 

fasilitas yang menunjang jalannya proses clearance menggunakan sistem 

layanan INSW seperti perangkat laptop dan komputer, printer dan fotocopy, 

serta melakukan pengecekan dan perawatan yang rutin terhadap kendaraan 

operasional agar Ketika digunakan tidak terjadi kendala sehingga 

meminimalisir terjadinya hambatan seperti kecelakaan atau halhal tak 

terduga yang tak diinginkan lainnya yang dapat mempengaruhi jalannya 

proses clearance. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Wawancara 

Responden I 

Nama  : Pujas Ritanto 

Jabatan : Agen / Staff Operasional 

Keterangan : 

P : Penulis 

N : Narasumber 

P : Selamat siang mas, maaf mengganggu waktunya saya izin bertanya 

mengenai penerapan INSW pada proses clearance dokumen. Sejauh 

ini Bagaimana pengaruh dari penerapan INSW pada proses 

clearance dokumen oleh PT. SET? 

N : Siang za, untuk pengaruhnya sendiri saya rasa cukup membantu 

pekerjaan kami sebagai agen, karena kami hanya cukup menginput 

satu kali pada satu sistem, jadi meringkas waktu pengerjaan proses 

clearance dokumen itu sendiri. 

P : Selama pengerjaan proses clearance menggunakan sistem INSW 

apakah menemukan kendala? Dan menurut mas apa yang dapat 

mempengaruhi jalannya penerapan INSW pada proses clearance 

dokumen? 
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N : Untuk kendala, sejauh ini hanya ketika jaringan internet atau sistem 

mengalami gangguan, jadi kami harus berkoordinasi dengan pihak 

KSOP untuk tetap melakukan proses clearance. Dan untuk faktor 

yang mempengaruhi bagi saya adalah pemahaman agen dalam 

pengoperasian sistem, serta tersedianya fasilitas penunjang dalam 

melakukan proses clearance. 

P : Baik mas terimakasih atas waktu dan penjelasannya. Selamat 

Siang. 

N : Sama sama za. Selamat Siang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 
 

Responden II 

Nama  : Imam Tri Susilo 

Jabatan : Manager Operasional 

Keterangan : 

P : Penulis 

N : Narasumber 

P : Selamat Siang Pak. Mohon izin pak saya ingin bertanya mengenai 

penerapan INSW pada proses clearance dokumen. Dengan 

diterapkannya INSW, menurut bapak apa upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan efektifitas dalam penerapan INSW pada proses 

clearance dokumen? 

N : Siang det, sejauh ini saya rasa pelaksanaannya sudah cukup baik 

namun tetap perlu ada evaluasi dalam pelaksanaan penerapan INSW 

pada proses clearance ini. Karena sistem ini bisa dikatakan sistem 

baru, sehingga agen masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut 

mengenai penggunaan sistem ini agar pengerjaannya lebih optimal. 

P : Baik pak terima kasih, akan saya catat sebagai bahan penelitian saya. 

Terimakasih atas kesempatannya pak. 

N : Sama sama det, sukses selalu. 

P : Siap pak Aamiin pak terimakasih. 
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Responden III 

Nama  : Ibu Sinta 

Jabatan :  

Keterangan : 

P : Penulis 

N : Narasumber 

P  : Selamat sore Bu. Maaf mengganggu waktunya, saya ingin bertanya 

mengenai penerapan INSW pada proses clearance Bu. 

N  : Sore dek. Iya silahkan dek. 

P  : Izin Bu, saya ingin bertanya bagaimana pengaruh dari penerapan 

INSW pada proses clearance dokumen sejauh diterapkannya sistem 

ini bu. 

N  : Sejauh ini pengaruhnya cukup baik, karena agen merasa 

pengerjaanya teringankan, karena semua perizinan dapat diurus 

melalui portal tersebut. Semua permohonan clearance in dapat diurus 

melalui poertal tersebut. 

P  : Baik bu, berarti sistem ini baru hanya dapat digunakan untuk proses 

clearance in saja ya bu? 

N  : Betul dek, untuk proses clearance out masih menggunakan sistem 

lama yaitu Inaportnet. 
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P  : Baik bu, terimaksih atas penjelasan dan waktunya bu. 

N  : Sama sama dek, semangat ya dek. 
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Lampiran 2 Surat Pernyataan melakukan wawancara 
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Lampiran 3 Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) KSOP 
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Lampiran 4 Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) Kesehatan 
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Lampiran 5 Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal (LKK) 
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Lampiran 6 Surat Laut 
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Lampiran 7 RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) 
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Lampiran 8 Inward Manifest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



118 
 

 
 

Lampiran 9 Crew List 

  



119 
 

 
 

Lampiran 10 Clearance Imigrasi 
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Lampiran 11 Port Clearance / Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 
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Lampiran 12 Port Health Quarantine Check / Surat Izin Berlayar Kesehatan 
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Lampiran 13 Pengecekan Oleh Petugas KKP 
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Lampiran 14 Proses Serah Terima Dokuuen oleh Agen dan Kru Kapal 
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